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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR. 08.a TAHUN 2012
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI

Menimbang

Mengingat

BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat
yang berlaku dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor



09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(1

2)

3)

)

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat
yang berlaku.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :



a. Wakil Ketua DPRD; dan
b. Anggota DPRD.

BAB I
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3
Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) adalah :
a. Wakil Ketua : Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) / per bulan;

DPRD . Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Anggota DPRD / per bulan.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pos. : DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Komunikasi Intensif
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 April 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju



pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 08.a



